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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa seluruh barang dan peralatan yang diperoleh
Kontraktor dalam rangka kegiatan pengusahaan
pertambangan batubara merupakan Barang Milik
Negara yang berasal dari perolehan lainnya yang
sah sebagali pelaksanaan dari suatu
perjanjian/kontrak;

bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas
dan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara,
diperlukan adanya tertib administrasi dan
pengelolaan yang lebih baik terhadap Barang Milik
Negara yang berasal dari Perjanjian
Kerjasama/Karya  Pengusahaan Pertambangan
Batubara dengan tetap menjunjung tinggi good
governance,;

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor
96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara belum
secara khusus mengatur pengelolaan Barang Milik
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Mengingat

Negara yang berasal dari Perjanjian
Kerjasama/Karya  Pengusahaan Pertambangan
Batubara, sehingga diperlukan adanya suatu
peraturan yang dapat menjadi pedoman dalam
pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara yang
berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang
Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara,;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang
Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara;

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG
BERASAL DARI PERJANJIAN KERJASAMA/KARYA
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah kementerian
yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan
Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi
di bidang kekayaan negara.

Kontraktor Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara, yang selanjutnya disebut Kontraktor, adalah badan usaha
yang melakukan pengusahaan pertambangan batubara, baik dalam
rangka penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal
dalam negeri (PMDN).

Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara,
yang selanjutnya disebut Perjanjian, adalah perjanjian
kerjasama/karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan
Kontraktor untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan
batubara.

Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari
Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara,
yang selanjutnya disebut Barang Milik Negara, adalah seluruh barang
dan peralatan yang diperoleh Kontraktor dalam rangka kegiatan
pengusahaan pertambangan batubara dan/atau barang dan peralatan
yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh
Kontraktor setelah pengakhiran perjanjian yang telah melewati jangka
waktu yang telah ditetapkan menjadi milik Pemerintah termasuk
barang kontraktor yang pada pengakhiran perjanjian akan
dipergunakan untuk kepentingan umum.
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Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Barang Milik Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini
merupakan Barang Milik Negara yang perolehannya didasarkan pada
Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Bagian Ketiga
Asas Umum
Pasal 3

Barang Milik Negara terdiri dari:

a.

(1)

(2)

(1)
(2)

barang berupa tanah, bangunan, infrastruktur, mesin, peralatan, dan
perlengkapan yang dibeli atau diperoleh melalui tukar menukar untuk
digunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam
kegiatan pengusahaan pertambangan batubara;

bahan yang dibeli atau diperolenh melalui tukar menukar untuk
digunakan dalam kegiatan operasional dan/atau yang akan
digunakan dalam proses produksi;

limbah sisa operasi produksi usaha pertambangan batubara beserta
ikutannya yang berada dalam tanggung jawab Kontraktor.

Pasal 4

Barang Milik Negara yang masih digunakan dalam penyelenggaraan
kegiatan pengusahaan pertambangan batubara, belum ditetapkan
status penggunaannya.

Barang Milik Negara yang telah tidak digunakan dalam
penyelenggaraan kegiatan pengusahaan pertambangan batubara
harus diserahkan kepada Pemerintah cq. Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral untuk ditetapkan status penggunaannya.

BAB Il
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Wewenang dan Tanggung Jawab Menteri
Pasal 5

Menteri berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Barang
Milik Negara.

Direktur Jenderal merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan
dan tanggung jawab Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi:

a. melakukan pencatatan, monitoring dan evaluasi atas laporan
konsolidasi yang disampaikan oleh Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral,

menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;

meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
untuk melakukan penyimpanan atas dokumen Barang Milik
Negara berupa tanah dan/atau bangunan;

d. memberikan keputusan atas usulan pemanfaatan,
pemindahtanganan, atau penghapusan Barang Milik Negara yang
diajukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

e. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat
menunjuk pejabat struktural pada unit kerjanya untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan Barang Milik
Negara.

Bagian Kedua
Wewenang dan Tanggung Jawab
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Pasal 6

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menjalankan kewenangan
dan tanggung jawab atas penggunaan Barang Milik Negara.

Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a. melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara
menurut penggolongan dan kodefikasi barang di bidang
pertambangan batubara;

b. menyimpan sertipikat/bukti kepemilikan atau dokumen lainnya
yang terkait dengan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau
bangunan berdasarkan permintaan dari Menteri serta
mengadministrasikannya;

c. menyimpan dan mengadministrasikan bukti kepemilikan atau
dokumen lainnya yang terkait dengan Barang Milik Negara selain
tanah dan/atau bangunan, termasuk jika diperlukan dapat
meminta Kontraktor untuk melakukan penyimpanan dan
pengadministrasian bukti kepemilikan atau dokumen lainnya
tersebut;
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